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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul  “KETIDAKPASTIAN PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI ANAK SEBAGAT KORBAN TINDAK PIDANA FAMILIAL
ABUSE DALAM PUTUSAN PENGADILAN”. Penulisan penelitian ini
dilatarbelakangi  oleh  semakin  banyaknya ditemukan bentuk-bentuk
ketidakpastian perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana
familial abuse dalam putusan pengadilan. Adapun permasalahan yang akan
dibahas adalah 1) Bagaimana bentuk ketidakpastian perlindungan hukum terhadap
anak sebagai korban tindak pidana familial abuse dalam putusan pengadilan dan
2) Bagaimana kedudukan anak sebagai korban tindak pidana familial abuse
ditinjau dalam perspektif viktimologi. Penulisan ini menggunakan metode
penelitian penelitian kualitatif sccara normatif dengan menggunakan metode
analisis isi (content analysis) untuk menganalisis data  dan pendekatan
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).
Hasi!  penclitian ini berupa ditemukannya bentuk-bentuk ketidakpastian
perlindungan hukum bagi anak korban dalam tiga puluh putusan pengadilan
tindak pidana familial abuse seperti anak korban tidak mendapatkan restitusi,
kompensasi dan rehabilitasi, belum maksimalnya nnp]emcnmol pasal yang
didakwakan kepada pelaku tindak pidana familial abuse dan ditemukan bahwa
putusan hakim di bawah funtutan jaksa peauntut wmum schingga tidak
memberikan efek jera kepada pelaku. Kemudian, dapat mengetahui terkait
kedudukan anak korban yang menyebabkan terjadinya tindak pidana familial
abuse dalam perspektif viktimologi seperti korban merupakan pihak yang lemah
mental, lemah fisik, lemah secara ekonomi dan sosial, korban merupakan anak-
anak, adanya provokasi dari korban (Provocative Victims), adanya Kelalaian
(Participating Victims) dan adanya kead2an fisik anak korban (Biologically Weak
Victim).

Kata Kunci: Anak Korban, Ketidakpastian Perlindungan Hukum, Familial Abuse
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah terbesar yang diamanatkan oleh Tuhan
Yang Maha Esa kepada sepasang makhluk hidup kepercayaan-Nya agar
dapat dibina dengan penuh kasih sayang dan dapat dilindungi harkat,
martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak didefinisikan sebagai
seseorang yang berusia dibawah delapan belas tahun dimana dalam hal ini
termasuk juga anak yang masih didalam kandungan ibunya. *

Hak asasi anak meliputi hak atas kelangsungan hidup, tumbuh,
berkembang serta berhak ikut berpartisipasi sesuai dengan harkat dan
martabatnya sebagai seorang manusia. Terakhir, berhak untuk mendapat
perlindungan dari segala macam tindakan kekerasan dan diskriminasi yang
dapat merugikan masa depan anak tersebut. > Namun, terkadang hak asasi
anak ini sering dicederai oleh beberapa perbuatan yang merugikan anak
seperti tindak kekerasan seksual terhadap anak.

Kekerasan seksual terhadap anak (child sexual abuse) merupakan
serangkaian tindakan atau ajakan bersifat seksual yang bersifat menyakiti

atau melukai anak korban dan memaksa anak korban untuk melakukan

! Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014, LN 297
Tahun 2014, TLN No. 5606.

? Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2002, LN 109
Tahun 2002, TLN No. 4235.



aktivitas seksual.® Pada umumnya, kekerasan seksual dibedakan menjadi
dua kategori yaitu Familial Abuse dimana pelakunya masih memiliki
hubungan keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai
dengan derajat ketiga dengan anak korban.* Sedangkan Extrafamilial
Abuse yang mana pelakunya merupakan orang diluar lingkup keluarga
namun telah terbangun relasi antara korban dan pelaku seperti teman, guru
dan sebagainnya.’> Senada dengan penjelasan tersebut, maka dalam
penelitian ini penulis hanya berfokus pada kasus-kasus tindak pidana
Familial Abuse.

Tabel 1

Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Periode Jumlah huEEInagk;ndoargng Pelaku dari hubungan
Tahun Korban tua keluarga atau saudara
2020 8.214 2.348 1.296
2021 10.328 2.807 1.519
2022 11.686 3.073 1.553
2023 7.143 1.935 932

Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(KemenPPPA) melalui aplikasi SIMFONI-PPA mencatat data kasus

® Sulastri, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Relasi Pelaku- Korban, Pola Asuh
Dan Kerentanan Pada Anak., Jurnal Psikologi Malahayati, Universitas Muhammadiyah Lampung,
Vol. 1, Nomor 2 September 2019, him. 61.

*Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014, LN
N0.293 Tahun 2014, TLN No. 5602.

® Utami Zahirah dkk, Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di
Keluarga., Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas
Padjadjaran, Vol. 6, Nomor 1 April 2019, him. 12.



kekerasan seksual terhadap anak terus mengalami peningkatan sejak tahun
2020 yaitu mencapai 8.214 korban kekerasan seksual. Fenomena jumlah
kekerasan seksual terhadap anak paling tinggi ada pada tahun 2022 yaitu
mencapai 11.686 korban dan yang paling rendah adalah pada tahun 2023
yaitu mencapai 7.143 korban. Pada Aplikasi SIMFONI-PPA menyatakan

bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak didominasi oleh orang tua.®

Berdasarkan data kekerasan seksual diatas terlihat bahwa anak
memiliki posisi yang rentan untuk menjadi korban kejahatan seksual
sehingga pemerintah berusaha melakukan perlindungan khusus terhadap
hak-hak anak yang dirugikan seperti lahirnya Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 yang
diharapkan dapat sebagai payung hukum untuk memberikan perlindungan
hukum kepada anak sebagai korban dan memberikan efek jera kepada

pelaku melalui pemberatan sanksi pidana.’

Tindak pidana kekerasan seksual yang mana pelakunya masih
memiliki hubungan keluarga (Familial Abuse) tentunya mengakibatkan

anak sebagai korban mengalami penderitaan baik secara fisik maupun

® KemenPPPA, Data Kasus Kekerasan SIMFONI-PPA Pada Waktu Tahun 2020
Sampai 2023, https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan, diakses pada tanggal 21 Agustus
2023.

" Indriastuti Yustiningsih, Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual
Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana., Jurnal Lex Renaissance, Universitas Islam
Indonesia,Vol. 5, Nomor 2 April 2020, him. 289-290.


https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan

psikis. Hal ini juga yang mempengaruhi ilmu viktimologi untuk
memberikan perlindungan hukum dalam setiap proses sistem peradilan
pidana seperti memberikan kompensasi, rehabilitasi dan restitusi kepada

anak korban.®

Pada hakikatnya sistem peradilan pidana harus berjalan sesuai
dengan pemberian bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban
tindak pidana Familial Abuse. Namun pada kenyataanya penyelesaian
perkara tindak pidana Familial Abuse melalui sistem peradilan pidana di
Indonesia cenderung hanya berfokus pada hukuman atau denda kepada
pelaku tindak kekerasan seksual saja sehingga terkesan mengesampingkan
pemulihan dan perlindungan hak anak sebagai korban. Hal ini terbukti
dalam setiap putusan pengadilan, hakim masih jarang untuk memberikan
pemulihan hak asasi anak sebagai korban Familial Abuse seperti
memberikan rehabilitasi, kompensasi dan restitusi.” Dengan adanya hal
tersebut membuat perlindungan hukum anak sebagai korban tidak dapat
terlaksana sepenuhnya sehingga munculnya ketidakpastian perlindungan

hukum pada anak korban.

Ketidakpastian perlindungan hukum terhadap anak seringkali
diakibatkan karena adanya disparitas putusan hakim. Hadirnya disparitas

putusan hakim akibat adanya perbedaan antara vonis hakim yang satu

® Fransiska Novita Eleanora dkk, Perlindungan Hukum Korban Tindak Kekerasan
Dalam Pacaran Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi Dan Psikososia., Jurnal Kajian Illmiah,
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Vol. 1, Nomor 1 Januari 2021, him. 35.

% Indriastuti Yustiningsih, Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual
Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana., Jurnal Lex Renaissance, Universitas Islam
Indonesia, Vol. 5, Nomor 2 April 2020, him. 289-290.



dengan putusan hakim yang lainnya mengenai perkara yang sama ini

walaupun berpedoman dengan peraturan yang sama sehingga
menyebabkan ketidakpastian perlindungan hukum terhadap anak di

pengadilan.®®

Tabel 2

Putusan Pengadilan Familial Abuse

Nomor Putusan Pelaku/Usia/ Korban/ Relasi
No. . . . - Dengan
Pengadilan Jenis Kelamin Usia
Korban
1 61/Pid.Sus/2021/PN | Hemon/76 Bebi/15 Ayah
" | Rbi Thn/Laki-Laki | Thn Kandung
) 104/Pid.Sus/2020/P | Mika/56 Limbong/ Ayah
" | N Pol Thn/Laki-Laki | 14 Thn Kandung
3 197/Pid.Sus/2020/P | Haeruddin/43 | Karmila/ Ayah
" | N Pol Thn/Laki-Laki | 14 Thn Kandung
. Dani Saputra/ | Korban
" 163/Pid.Sus/2020/P 33 Thn/Laki- | /13Thn Ayah
N Kba . Kandung
Laki
5 328/Pid.Sus/2020/ Terdakwa/48 Korban/14 Ayah
" | PN Sak Thn/Laki-Laki | Thn Kandung
. Abdul Nurul
6. 3N7:3</§i'd'5”5/ 20201 Gatursa1 Annisa/15 Kgﬁhn
Thn/Laki-Laki | Thn g
. Abu/46 Meri
7. | 37/PIASUSI2020/PN | ) ckicLaki | Andiniz | AYAN
Bek Kandung
Thn
8 8/Pid.Sus/2021/PN Terdakwa/- Korban/17 Ayah
"~ | Dth /Laki-Laki Thn Kandung
9 26/Pid.Sus/2020/PN | Tomadi/53 Saskia/- Paman
" | Gns Thn/Laki-Laki Kandung
. Eman/37 Yuliana
10 19/Pid.Sus/2020/PN Th/Laki-Laki | Peni/12 Paman
Lbt Thn Kandung

0 Januaria Yustina Uis Loim dkk, Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus
Kekerasan Seksual Terhadap Anak., Jurnal Comserva, Universitas Nusa Cendana Kupang, Vol.
03, Nomor 01 Mei 2023, him. 371.



152/Pid.Sus/2021/P anet Meike/11 Paman
11. N Amb Ninkeula/49 Thn Kandung
Thn/Laki-Laki
12 344/Pid.Sus/2021/P | Terdakwa/- Korban/10 Paman
" | NBkn /Laki-Laki Thn Kandung
13 23/Pid.Sus/2021/PN | Darius/51 Wulan/12 Paman
" | Pol Thn/Laki-Laki | Thn Kandung
. Alpon Sheryl
14. i/(?g/}l:d.Sus/ZOZl/PN Lalimbat/24 Latjandu/ KZ‘:SSEQ
Thn/Laki-Laki | 10 Thn
185/Pid.Sus/2020/P | Arsyam Tri Andi Sepupu
15. | N Pol Apriadi/38 Putri/16 Kandung
Thn/Laki-Laki | Thn
72/Pid.Sus/2021/PN | Paulus Lala/15 Sepupu
16. | Atb Taek/23 Thn Kandung
Thn/Laki-Laki
217/Pid.Sus/2021/P | Ulis/25 Serly Sepupu
17. | N Amd Thn/Laki-Laki | Hiariej/11
Kandung
Thn
18 110/Pid.Sus/2021/P | Maradesa/22 Korban/14 Sepupu
"~ | N Wkb Thn/Laki-Laki | Thn Kandung
90/Pid.Sus/2020/pN | AN Nisa/L3 Kakak
19. Bek Jemiko/19 Thn Kandung
Thn/Laki-Laki
. Ahmad Gita
20. é:;Pld'SUS/ZOZI/PN Ramadhan/21 | Anjani/13 K:::;jﬁg
Thn/ Laki-Laki | Thn
12/Pid.Sus/2020/PN | Rahim/27 Ela/9 Thn .
2L Bau Thn/Laki-Laki Kakak Tiri
29 85/Pid.Sus/2020/PN | Terdakwa/34 Korban/16 Kakak
" | Prn Thn/Laki-Laki | Thn Kandung
180/Pid.Sus/2020/P | Asmat/47 Korban/4 .
23| N Rkb Thn/Laki-Laki | Thn Kakek Tiri
. Sujiono/57 Mufidatul
24, | 37/P1d-Sus/2021/PN Thjn/Laki-Laki Azizah/6 | Kakek Tiri
Bek
Thn
. Yanto/38 Putri
25, | 218/PId.SUSI2020/P | ry ) oicLaki | Lestari/12 | Ayah Tiri
N Son
Thn
26. | 27/Pid.Sus/2021/PN | Sihandri/52 Korban/14 | Ayah Tiri




Bhn Thn/Laki-Laki | Thn
89/Pid.Sus/2020/PN | Supanga/44 Korban/17 .
20| Tas Thn/Laki-Laki | Thn Ayah Tiri
. Aman Indah Korban/16
28, ;i/:'d'S“S/ZOZO/PN Zega/35 Thn Ayah Tiri
Thn/Laki-Laki
Jeremias Putri
62/Pid.Sus/2020/PN | 1.Buto/45 Feneya .
29| Lt Thn/Laki-Laki | Baba/o Ayah Tiri
Thn
30 156/Pid.Sus/2020/P | Terdakwa/38 Korban/16 Avah Tiri
" | N sgt Thn/Laki-Laki | Thn y

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada perkembangan dewasa saat ini, kasus tindak pidana Familial
Abuse kerap kali terjadi pada anak yang berusia dibawah delapan belas
tahun. Hal ini terlihat dari tiga puluh putusan pengadilan diatas terlihat
korban tindak pidana Familial Abuse memiliki kisaran usia antara 4 — 17
Tahun. Selain itu juga, pelaku yang melakukan kekerasan seksual
merupakan orang terdekat atau masih memiliki hubungan keluarga dengan

anak seperti pelaku merupakan ayah, kakak , kakek, paman, dan sepupu.

Tiga puluh putusan diatas ialah gambaran nyata dari berbagai kasus
tindak pidana Familial Abuse lainnya yang terbukti memberikan
ketidakpastian perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak
pidana  Familial Abuse di Indonesia yang mana hakim tidak
memerintahkan untuk melakukan pemulihan hak anak sebagai korban
seperti memberikan kompensasi, rehabilitasi dan restitusi kepada anak

korban tersebut.



Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka
penulis ingin  melakukan penelitian yang sehubungan dengan
permasalahan hukum dengan judul Ketidakpastian Perlindungan Hukum
Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Familial Abuse Dalam

Putusan Pengadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis

merumuskan permasalahan yang akan dibahas seperti sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk ketidakpastian perlindungan hukum terhadap
anak sebagai korban tindak pidana familial abuse dalam putusan
pengadilan ?

2. Bagaimana kedudukan anak sebagai korban tindak pidana

familial abuse ditinjau dalam perspektif viktimologi ?

C. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan penelitian yaitu meliputi :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait bentuk
ketidakpastian perlindungan hukum terhadap anak sebagai
korban tindak pidana familial abuse dalam putusan pengadilan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait kedudukan anak
sebagai korban tindak pidana familial abuse ditinjau dalam

perspektif viktimologi.



D. Manfaat Penelitian

1.

Manfaat Teoritis

Penelitian ini merupakan suatu pengembangan dari ilmu hukum
pidana terutama terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap
anak dibawah umur yang mana pelakunya masih memiliki
hubungan keluarga (Familial Abuse) sehingga hasil dari penelitian
ini  diharapkan dapat menjadi penambah wawasan bagi
pengembangan ilmu hukum pidana.
Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi
yang bermanfaat sebagai bahan kajian lebih lanjut dan referensi
tambahan sehingga dapat menjadi sumbangan pemikiran terhadap
pengembangan ilmu hukum pidana terutama dalam hal mengkaji
tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang mana pelakunya

masih memiliki hubungan keluarga (Familial Abuse).

E. Ruang Lingkup Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka ruang

lingkup penelitian ini hanya mengkaji bentuk-bentuk ketidakpastian

perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana Familial

Abuse yang ditemukan dalam tiga puluh putusan pengadilan. Selain itu

pula, Penulis hanya mengkaji anak yang masih dibawah umur yang

menjadi korban tindak pidana Familial Abuse sehingga penulis tidak
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membahas terkait anak sebagai pelaku dan anak korban Familial Abuse

yang merupakan orang yang telah berusia dewasa.

F. Kerangka Teoritis
Kerangka teori berisi  berbagai teori-teori baku yang menjadi
gambaran sistematis terkait masalah atau isu hukum yang akan diteliti
penulis.** Maka kerangka teoritis dalam penulisan ini meliputi :
1. Teori Perlindungan Hukum
Teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon
sebagaimana dikutip Emil El Faisal dan Mariyani menjelaskan bahwa
perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan akan harkat,
martabat dan pengakuan atas hak asasi manusia pada setiap subjek
hukum menurut ketentuan hukum dari kesewenangan. Dengan
demikian Philipus M. Hadjon membagi dua bentuk perlindungan
hukum meliputi sebagai berikut :'?
a. Perlindungan Hukum Preventif
Menurut Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip Emil El
Faisal dan Mariyani menyatakan bahwasannya perlindungan
hukum preventif merupakan tindakan yang memberikan
kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan atau

pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapatkan

1| Made Pasek Diantha., Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi
Teori Hukum, Jakarta, Kencana, 2017., him.188.

12 Emil El Faisal dan Mariyani., Buku Ajar Filsafat Hukum., Palembang, Penerbit
Bening Media Publishing, 2020., him.24.
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bentuk yang mutlak.*® Bentuk perlindungan hukum ini bersifat
sebagai pencegahan sebelum terjadinya suatu tindak pidana atau
pelanggaran terjadi seperti memberikan batasan untuk melakukan
kewajiban di dalam peraturan perundang-undangan tertentu.

b. Perlindungan Hukum Represif

Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip Emil El Faisal dan
Mariyani mengemukakan bahwa perlindungan hukum represif
merupakan bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk
menyelesaikan permasalahan yang disengketakan'®. Sehingga
dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum ini merupakan
perlindungan terakhir berupa sanksi seperti pidana penjara, denda,
dan hukuman tambahan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa
perlindungan hukum preventif terhadap anak sebagai korban
tindak pidana Familial Abuse yaitu setiap anak mendapatkan
perlindungan khusus sebagaimana terkandung dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak.

Perlindungan hukum represif terhadap anak sebagai korban
tindak pidana Familial Abuse telah diatur dalam Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 vyaitu pemberian

13 1bid., him. 24.
% 1bid., him. 25.
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ancaman pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling
lama lima belas tahun serta denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 dan juga ancaman pidana ini ditambah 1/3
apabila pelaku tindak pidana tersebut merupakan seseorang yang

berasal dari keluarga, orang tua dan pihak-pihak lainnya.™

2. Teori Viktimologi

Istilah Viktimologi berasal dari dua kata yaitu victim (korban) dan
logi (ilmu pengetahuan) dan bahasa latinnya yaitu victima (korban)
dan logos (ilmu pengetahuan) sehingga dapat dipahami bahwa
viktimologi merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang
korban kejahatan.®® Dalam perspektif viktimologi bahwasanya setiap
terjadinya tindak pidana atau kejahatan pasti menimbulkan korban.
Sehingga dalam terjadinya suatu tindak pidana terjalin hubungan
korban sebagai orang yang merasa dirinya dirugikan dan pelaku
sebagai orang yang telah melakukan perbuatan bersifat merugikan
pihak korban.*’

Arif Gosita sebagaimana dikutip oleh Bambang Waluyo
menyebutkan bahwa tindak pidana merupakan hasil interaksi antara

korban dan pelaku. Dalam hal ini, penulis akan mencoba merangkum

%5 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, UU No. 17 Tahun 2016, LN No.
237 Tahun 2016, TLN No. 5946.

*Bambang Waluyo., Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Jakarta, Sinar
Grafika, 2011, him.9

" Ibid., him. 18.
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kedudukan korban yang berkaitan dengan kondisi yang menjadi alasan
utama seseorang menjadi korban, yakni :*8

a. Korban merupakan pihak yang lemah mental

b. Korban merupakan pihak yang lemah fisik.

c. Korban merupakan pihak yang lemah secara ekonomi dan

sosial.

d. Korban merupakan orang yang telah lanjut usia dan anak-anak.

e. Korban melakukan suatu kelalaian.

Stephen Schafer sebagaimana dikutip oleh Bambang Waluyo
menyatakan bahwa terdapat tujuh bentuk tipologi korban dari
perspektif tanggung jawab korban itu sendiri, yakni :*°
a) Unrelated Victims

Pada hal ini korban tidak memiliki hubungan apapun dengan

pelaku kejahatan sehingga aspek pertanggungjawaban sepenuhnya

berada pada pihak korban.
b) Provocative Victims

Pada hal ini penyebab munculnya suatu kejahatan disebabkan

karena adanya peranan korban sehingga aspek pertanggungjawaban

terletak pada diri korban dan pelaku secara bersamaan.
¢) Participating Victims
Munculnya suatu kejahatan dikarenakan korban tindak menyadari

bahwa perbuatan yang dilakukannya dapat mendorong pelaku

18 1bid., him.104-106.
¥ 1bid., him. 20-21.
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9)
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kejahatan  untuk melakukan tindak kejahatan  sehingga

pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku kejahatan

tersebut.

Biologically Weak Victim

Kejahatan dapat terjadi dikarenakan adanya keadaan fisik korban
seperti wanita, anak-anak dan lansia sehingga menjadikan mereka
berpotensi sebagai korban. Aspek pertanggungjawaban terletak
pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat
memberikan perlindungan kepada korban tersebut.

Social Weak Victims

Seseorang dapat menjadi korban karena tidak adanya perhatian
oleh masyarakat setempat seperti para gelandangan. Untuk itu,
pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada masyarakat
atau pelaku kejahatan.

Selfvictimizing Victims

Pada aspek ini korban termasuk kedalam jenis korban semu atau
kejahatan tanpa korban sehingga pertanggungjawabannya terletak
pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
Contohnya seperti pecandu narkotika atau zat adiktif lainnya.
Political Victims

Adanya korban dalam hal ini dikarenakan seseorang telah

menentang mereka yang berkuasa.
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Berdasarkan kedudukan korban sebagaimana dikemukakan oleh
Arif Gosita dan Stephen Schafer bahwasanya pemahaman mengenai
kedudukan anak sebagai korban tindak pidana Familial Abuse ditinjau
dalam perspektif viktimologi dapat menggunakan pendapat yang telah
dikemukakan Arif Gosita dan Stephen Schafer. Berdasarkan
penjelasan yang diungkapkan oleh Arif Gosita bahwasanya dalam
tiga puluh putusan pengadilan tersebut, kedudukan anak korban
meliputi korban merupakan pihak yang lemah mental, fisik, ekonomi
dan sosial serta korban merupakan anak anak dan terdapat kelalain
yang dilakukan korban. Sedangkan menurut tipologi korban yang
dikemukakan oleh Stephen Schafer, kedudukan anak korban dapat
dikualifikasikan sebagai korban Provocative Victims, Participating

Victims dan Biologically Weak Victim.

3. Teori Kebebasan Hakim
Secara etimologis istilah kebebasan hakim berasal dari gabungan dua
kata yaitu bebas dan hakim. Bebas diartikan sebagai merdeka dan hakim
diartikan sebagai pihak yang mengadili perkara di pengadilan. Sehingga
berdasarkan pemahaman tersebut dapat ditafsirkan bahwasanya
kebebasan hakim merupakan suatu prinsip dalam konstitusi terkait

kemerdekaan hakim dalam menegakan keadilan yang sesuai dengan
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tanggung jawabnya bukan menjurus pada kebebasan yang bersifat
sewenang-wenang.”

Kebebasan hakim saat mengadili dan memutuskan suatu kasus atau
perkara pidana dianggap sebagai pembawaan peradilan pidana yang
mampu menjalankan kewajiban dan tugasnya dengan sebaik-baiknya
sehingga hakim dalam memberikan putusan telah sesuai dengan keadilan,
kebenaran dan kejujuran. Senada dengan hal tersebut, maka dalam
kekuasaan kehakiman secara mutlak dijauhkan dari berbagai tekanan dan
pengaruh dalam pihak manapun sehingga independensi hakim dapat
terjaga dengan baik. #

Adanya asas kebebasan hakim yang merdeka dan bebas merupakan
suatu persyaratan mutlak yang wajib selalu ada dalam peradilan pidana
yang baik karena hakim dapat memiliki kebebasan untuk memutus
perkara sesuai dengan hati nuraninya. Kebebasan hakim ini telah dijamin
oleh undang-undang yaitu tertuang dalam ketentuan Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.?

Pada ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 terkandung independensi kekuasaan kehakiman atau hakim

% Eldo Pranoto Putra dan Muhammad Igbal, Implementasi Konsep Keadilan
Dengan Sistem Negatif Wettelijk Dan Asas Kebebasan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara
Pidana Ditinjau Dari Pasal 1 Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
(Analisa putusan No.1054/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel )., Jurnal lImu Hukum, Universitas Pamulang,
Vol. 3, Nomor 1 Agustus 2020, him.44.

2! Dahlan Sinaga., Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana
Dalam Negara Hukum Pidana., Bandung, Penerbit Nusa Media, 2020., him.24.

2 Vivi Ariyanti, Kebebasan Hakim dan Kepastian Hukum Dalam Menangani
Perkara Pidana di Indonesia., Jurnal Kajian Hukum Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Vol. 1,
Nomor 2 Desember 2019, him.166.
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untuk memberikan jaminan kepada kemandirian kekuasaan kehakiman
sehingga hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak dapat
dipengaruhi oleh pihak manapun termasuk juga pengaruh dari
pemerintah.?® Dengan adanya kebebasan inilah tidak adanya keharusan
hakim memutuskan pemidanaan yang sesuai dengan tuntutan jaksa
penuntut umum asalkan masih berpedoman pada ketentuan pasal dan
perundang-undangnya yang sama.

Kebebasan hakim dianggap sebagai aspek terpenting dalam sistem
peradilan pidana karena hakim dapat menciptakan keputusan pengadilan
yang dinilai memberikan jaminan rasa keadilan bagi korban. Kendati
demikian, hakim dalam menjatuhkan pidana haruslah berpedoman pada
peraturan perundang-undang sehingga dapat memenuhi tuntutan keadilan

dari masyarakat.*

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
jenis penelitian kualitatif secara normatif dengan menggunakan
metode analisis isi (content analysis) untuk menganalisis data. Content
analysis merupakan teknik menganalisis suatu data dengan tujuan

untuk membuat kesimpulan dengan cara melakukan identifikasi suatu

2 Andi Suherman, Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan
Kekuasaan Kehakiman., Jurnal Hukum SIGn, Universitas Muslim Indonesia, Vol. 1,Nomor 1
September 2019, him.45.

% Op Cit., him. 167.
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karakteristik tertentu yang terkandung pada suatu ide pokok dari
sebuah teks secara terstruktur serta apa adanya.?

Sejalan dengan pengertian tersebut, maka penulisan dalam
penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis isi data yang telah
dikumpulkan sehingga dapat memberikan suatu kesimpulan yang
mana pada penulisan penelitian ini, penulis mengumpulkan sebanyak

tiga puluh putusan pengadilan.

2. Pendekatan Penelitian
a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)
Pendekatan perundang-undangan (statute approach) ialah
suatu metode pendekatan yang melakukan analisis peraturan
perundang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang akan
diteliti dalam penulisan ini. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya
pendekatan perundang-undangan (statute approach) hanya
digunakan untuk membahas permasalahan norma konflik atau
conflicten van normen.?®
Pada penulisan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa
peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam

mengkaji topik pembahasan, yakni :

% Nur Amini dan Suryadi, Media Kartu Kata Bergambar Dalam Meningkatkan
Kemampuan Kosakata Anak Usia Dini, Jurnal Paudia, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, Vol.9, Nomor 02 Desember 2020, him. 121.

%% | Made Pasek Diantha., Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi
Teori Hukum, Kencana, Jakarta, 2017., him.156.
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1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana.

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.

3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak.?’

4) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak.?®

5) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Rl Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.?

6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *°

7) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan
Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Rl Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak.*

?" Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2002, LN No.
109 Tahun 2002, TLN No. 4235.
% Indonesia, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 11 Tahun
2012, LN No0.153 Tahun 2012, TLN No.5332.
# Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014, LN
No0.297 Tahun 2014, TLN No.5606.
% Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No.13 Tahun
2014, LN No. 293 Tahun 2014, TLN No. 5602.
3! Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, UU No. 17 Tahun 2016, LN
No0.237 Tahun 2016, TLN N0.5946.
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8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022

Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. ¥

9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana.®

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus (case approach) biasanya digunakan oleh
para kalangan akademisi untuk melakukan penelitian dengan
metode mengidentifikasi dan mengkaji terhadap putusan
pengadilan yang mana menggunakan seperangkap konsep teoritis
seperti asas, konsep dan teori hukum. Pada pengkajian terhadap
putusan biasanya anatomi putusan yang digunakan adalah ratio
decidendi atau alasan ditetapkannya suatu amar putusan.>* Seperti
penulis uraikan tersebut sehingga dalam penulis hanya mengkaji
beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum,
yakni meliputi:

1) Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Rbi.*®
2) Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Pol.*

3) Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Pol.*’

%2 Indonesia, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No.12 Tahun

2022, LN No0.120 Tahun 2022, TLN No.6792.
% Indonesias, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun 2023, LN

No.1 Tahun 2023, TLN No.6842.

% | Made Pasek Diantha., Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi
Teori Hukum, Kencana, Jakarta, 2017., hal.159.

% pengadilan Negeri Raba Bima, Putusan No. 61/Pid.Sus/2021/PN Rbi.

% pengadilan Negeri Polewali, Putusan No. 104/Pid.Sus/2020/PN Pol.



4) Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Kba.*®
5) Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2020/ PN Sak.*
6) Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2020/PN Kdi.*
7) Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bek.*
8) Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Dth.*

9) Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Gns.*
10) Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Kka.**
11) Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Amb.*®
12) Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Bkn.*°
13) Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Pol.*’
14) Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Mgn.*®
15) Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Pol.*°
16) Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Atb.*°
17) Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Amd.>
18) Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Wkb.>?

19) Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Bek.*®
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%7 pengadilan Negeri Polewali, Putusan No. 197/Pid.Sus/2020/PN Pol.
% pengadilan Negeri Koba, Putusan No. 163/Pid.Sus/2020/PN Kba.

% pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, Putusan No. 328/Pid.Sus/2020/ PN Sak.

“0 pengadilan Negeri Kendari, Putusan No. 378/Pid.Sus/2020/PN Kdi.
*! Pengadilan Negeri Bengkayang, Putusan No. 37/Pid.Sus/2020/PN Bek.
“2 pengadilan Negeri Ranai, Putusan No. 8/Pid.Sus/2021/PN Ran.

*3 pengadilan Negeri Gunung Sugih, Putusan No. 26/Pid.Sus/2020/PN Gns.

* Pengadilan Negeri Kolaka, Putusan No. 19/Pid.Sus/2020/PN Kka.

** pengadilan Negeri Ambon, Putusan No. 152/Pid.Sus/2021/PN Amb.

*¢ pengadilan Negeri Bangkinang, Putusan No. 344/Pid.Sus/2021/PN Bkn.

* pengadilan Negeri Polewali, Putusan No.23/Pid.Sus/2021/PN Pol.

*8 pengadilan Negeri Melonguane, Putusan No. 20/Pid.Sus/2021/PN Mgn.

* pengadilan Negeri Polewali, Putusan No. 185/Pid.Sus/2020/PN Pol.

%0 pengadilan Negeri Atambua, Putusan No. 72/Pid.Sus/2021/PN Atb.

*! pengadilan Negeri Ambon, Putusan No. 217/Pid.Sus/2021/PN Amd.

%2 pengadilan Negeri Waikabubak, Putusan No. 110/Pid.Sus/2021/PN Wkb
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20) Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Prn.**
21) Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Bau.*
22) Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Prn.*
23) Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Rkb>’
24) Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Bek.*®
25) Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Son.*
26) Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bhn.*°
27) Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Tas.*!
28) Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Bon.®
29) Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Lrt.%

30) Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN Sgt.®*

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan segala pernyataan yang
dikeluarkan oleh suatu cabang pemerintahan sehingga pernyataan
tersebut memiliki otoritas hukum seperti peraturan perundang-

undangan, putusan-putusan pengadilan dan peraturan yang bersifat

>3 pengadilan Negeri Bengkayang, Putusan No. 90/Pid.Sus/2020/PN Bek.
> pengadilan Negeri Paringin, Putusan No. 17/Pid.Sus/2021/PN Prn.

> pengadilan Negeri Baubau, Putusan No. 12/Pid.Sus/2020/PN Bau.

% pengadilan Negeri Paringin, Putusan No. 17/Pid.Sus/2021/PN Prn.

%" pengadilan Negeri Rengkasbitung, Putusan No. 180/Pid.Sus/2020/PN Rkb.
%8 pengadilan Negeri Bengkayang, Putusan No. 37/Pid.Sus/2021/PN Bek.
% pengadilan Negeri Sorong, Putusan No.218/Pid.Sus/2020/PN Son.

% pengadilan Negeri Kota Timika, Putusan No.27/Pid.Sus/2021/PN Bhn.
%1 pengadilan Negeri Tais, Putusan No.89/Pid.Sus/2020/PN Tas.

%2 pengadilan Negeri Bontang, Putusan No. 78/Pid.Sus/2020/PN Bon.

% pengadilan Negeri Larantuka, Putusan No. 62/Pid.Sus/2020/PN Lrt.

® pengadilan Negeri Sangatta, Putusan No. 156/Pid.Sus/2020/PN Sgt.
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administratif.®® Dalam penulisan penelitian ini, penulis

menggunakan beberapa bahan hukum primer yakni :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Rl Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak.®

Undang-Undang Rl Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak.®’

Undang-Undang Rl Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.®

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Undang-Undang Rl Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan

Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

% | Made Pasek Diantha., Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi
Teori Hukum, Kencana, Jakarta, 201., hal. 142-143.
% Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2002, LN No.
109 Tahun 2002, TLN No. 4235.
¢ Indonesia, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 11 Tahun
2012, LN No0.153 Tahun 2012, TLN No.5332.
% Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014, LN
No0.297 Tahun 2014, TLN No.5606.
% Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No.13 Tahun
2014, LN No. 293 Tahun 2014, TLN No. 5602.
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Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.”
8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022
Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. ™
9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana.”
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder dapat digolongkan menjadi bahan
sekunder dalam arti sempit dan bahan sekunder dalam arti luas.
Bahan sekunder dalam arti sempit meliputi buku-buku hukum,
artikel, jurnal dan makalah. Sedangkan untuk bahan hukum dalam
arti luas meliputi segala karya ilmiah yang tidak dipublish.”
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier merupakan bahan penunjang atau
pelengkap yang meliputi bahan yang digunakan sebagai rujukan
bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, direktori
pengadilan, ensiklopedi hukum dan sebagainya. Selanjutnya

meliputi bahan-bahan penunjang di luar bidang ilmu hukum yang

" Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, UU No. 17 Tahun 2016, LN
No0.237 Tahun 2016, TLN N0.5946.

™ Indonesia, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No.12 Tahun
2022, LN No0.120 Tahun 2022, TLN No.6792.

"2 Indonesias, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun 2023, LN
No.1 Tahun 2023, TLN No.6842.

® | Made Pasek Diantha., Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi
Teori Hukum, Kencana, Jakarta, 2017., him .144-145.
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digunakan untuk menunjang bahan penelitian seperti bidang

sosiologi, ilmu politik, ilmu viktimologi, filsafat dan sebagainya.”

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data dalam penulisan penelitian yuridis
normatif ini, penulis hanya sebatas menggunakan penelitian studi
kepustakaan dan studi dokumen yang dibutuhkan sebagai penunjang
untuk membahas isu hukum yang diteliti.”> Pada tahapan pengumpulan
data ini, peneliti hanya mengumpulkan data tergantung kebutuhan dan
ruang lingkup isu hukum yang diteliti saja tanpa melakukan studi
lapangan.”® Dalam  penelitian  hukum normatif  cenderung
menggunakan studi pustaka terhadap bahan hukum primer, bahan

hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

5. Analisis Data
Penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yang bersifat
kualitatif merupakan bentuk penelitian yang hanya berpedoman
kepada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.
Sehingga dalam penelitian ini, penulis hanya memakai metode analisis

yuridis  kualitatif sehingga dimaksudkan sebagai interpretasi

™ Muhammad Siddigq Armia, Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum,
Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Banda Aceh, Agustus 2022, him.13.

Nur Solikin., Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Pasuruan, CV. Penerbit
Qiara Media, 2021., him. 120.

"®Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, CV. Penerbit Qiara Media,
Pasuruan, 2021, him.120.
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mendalam terhadap beberapa bahan hukum sesuai dengan penelitian
hukum normatif. " Pada metode analisis isi kualitatif, penulis
menggunakan coding untuk memberikan gambaran terkait inti makna
dari berbagai macam jenis lokasi, usia pelaku dan anak korban dan
sebagainya pada tiga puluh putusan pengadilan. Kemudian, penulis
akan hubungkan antara hasil analisis tersebut dengan isu hukum yang
dikaji sehingga diharapkan peneliti dapat menemukan suatu penilaian

obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian yuridis normatif ini
penulis menggunakan metode logika deduktif yang diartikan sebagai
cara berpikir dalam proses penarikan kesimpulan dari premis-premis
umum menjadi sebuah kesimpulan khusus yang logis untuk dipahami.
Sehingga pada penelitian ini menggunakan beberapa norma hukum
yang bersifat umum yang mana kemudian ditafsirkan sehingga dapat
memperoleh kesimpulan secara khusus untuk menjawab permasalah
isu hukum yang akan dikaji pada penelitian ini. Dalam proses untuk
menarik kesimpulan dibutuhkan juga data dari tahap studi kepustakaan
yang mana juga akan diolah secara deduktif seperti melakukan tahap

editing, sistematis dan deskripsi.’

"7 Zainnuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, him.105.
® Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Pasuruan, CV. Penerbit
Qiara Media, 2021., hal.122-123.
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H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan penelitian ini, maka dibutuhkan adanya

penulisan secara sistematis sehingga penulisan penelitian terbagi menjadi

empat bab yang saling berkaitan satu sama lain, yakni:

BAB |

BAB II

BAB Il

BAB IV

: Bab ini merupakan pendahuluan dari penulisan penelitian yang

mengandung pembahasan terkait latar belakang, rumusan
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup
penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian, serta

sistematika penulisan.

: Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang mana akan membahas

terkait tinjauan umum tentang perlindungan hukum bagi anak
korban, tinjauan umum tentang tindak pidana Familial Abuse

dan tinjauan umum tentang putusan pengadilan.

: Bab ini merupakan bagian yang akan membahas pokok-pokok

permasalahan utama dalam penelitian ini seperti bentuk
ketidakpastian perlindungan hukum bagi anak sebagai korban
tindak pidana Familial Abuse dalam putusan pengadilan dan
analisis terkait kedudukan anak sebagai korban tindak pidana
Familial Abuse dalam perspektif viktimologi

. Bab ini merupakan bagian penutup yang akan membahas
terkait kesimpulan dari penulisan penelitian ini dan saran yang

diberikan penulis terkait permasalahan yang telah dikaji.
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